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ABSTRACT

Population growth and urban activities in Walantaka District have increased the
demand for settlement land and encouraged land use conversion, particularly from
agricultural land into built-up areas. This condition may result in spatial-use incompatibility
with the Detailed Spatial Plan of Serang City. This study aims to analyze land use changes
in 2015, 2020, and 2025, project land use conditions for 2035, and develop a settlement

zoning-based land use planning model.

This study applies a quantitative method using a spatial and predictive modeling
approach. Land use maps were produced from Google Earth Pro imagery and modeled in
TerrSet using Land Change Modeler, Multilayer Perceptron, and Cellular Automata—
Markov. The driving-force variables include population, distance to main roads, service
centers, economic centers, and railway lines. Model validation was conducted using 180
reference points and evaluated through a confusion matrix, overall accuracy, and the Kappa

coefficient.

The results show that agricultural land decreased from 2,859.15 ha in 2015 to
2,438.19 ha in 2025, while settlement areas increased from 545.83 ha to 769.27 ha. The
model achieved an overall accuracy of 91.67% and a Kappa coefficient of 0.90. By 2035,
settlement areas are projected to reach 1,183.93 ha. Integration with the Detailed Spatial
Plan indicates that 303.11 ha are classified as Permitted, 372.43 ha as Conditional, and
508.38 ha as Not Permitted. Based on these findings, the planning model consists of
Consolidation Zones, Intensity Correction Zones, Conversion Control Zones, Strict
Protection Zones, and Priority Verification Zones.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu fenomena global yang sampai saat

ini masih menjadi tantangan serius berbagai negara di dunia. Perbedaan tingkat kemajuan
antara wilayah pusat pemerintahan dan wilayah pinggiran kerap menciptakan kesenjangan
dalam aspek ekonomi, sosial, serta penyediaan infrastruktur dasar (Arafat et al., 2025).
Pembangunan yang cenderung terpusat di kawasan metropolitan sering kali mengakibatkan
daerah pinggiran tertinggal dalam hal akses terhadap layanan publik, sarana prasarana, serta
peluang ekonomi. Fenomena ini dapat ditemukan di berbagai negara berkembang, salah
satunya di Brazil, di mana kesenjangan pembangunan antar negara bagian terlihat sangat
mencolok karena pengaruh sistem federalisme serta distribusi investasi infrastruktur yang
cenderung terpusat di wilayah perkotaan besar (Arafat et al., 2025). Kondisi serupa juga
terjadi di Indonesia, di mana ketimpangan antarwilayah masih menjadi isu strategis dalam
mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. ketimpangan antar wilayah menjadi
salah satu isu utama dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan
berkelanjutan.

Di Indonesia, ketimpangan pembangunan wilayah masih menjadi tantangan utama
dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Laporan Kinerja BPIW Tahun
(2023), pembangunan infrastruktur nasional diarahkan untuk mendukung pemerataan
melalui pendekatan pengembangan wilayah, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan
pusat-pusat pertumbuhan di berbagai daerah. Namun demikian, dalam praktiknya masih
terdapat kecenderungan konsentrasi pembangunan di wilayah-wilayah tertentu yang
memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi, sehingga memunculkan kesenjangan dengan
wilayah yang belum berkembang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya
berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat yang merata,
mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara
menyeluruh

Ketimpangan pembangunan di tingkat nasional juga tampak pada skala regional
termasuk di wilayah Provinsi Banten. Meskipun provinsi ini berada di posisi strategis di
bagian Jabodetabek dan menjadi wilayah penyangga utama bagi aktivitas ekonomi nasional
namun pemerataan pembangunan antar wilayah di dalamnya masih belum optimal.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Badan Pusat Statistik Provinsi



Banten (2026), terdapat perbedaan yang mencolok antar kabupaten/kota di Banten. Pada
tahun 2025, Kabupaten Lebak mencatatkan nilai IPM 69,24, yang masuk kategori "sedang",
sementara Kota Tangerang Selatan mencapai angka lebih tinggi di atas 84,81, masuk dalam
kategori "sangat tinggi", menggambarkan ketimpangan yang signifikan dalam kualitas
pembangunan manusia antar wilayah. Dalam konteks ini, wilayah perkotaan dengan akses
infrastruktur yang lebih baik seperti Kota Tangerang mengalami pembangunan yang lebih
maju dibandingkan dengan wilayah pedesaan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten
Lebak, yang IPM-nya masih rendah. Perbedaan tingkat kemajuan antar kabupaten dan kota
juga terlihat pada pola penggunaan lahan, intensitas kegiatan ruang, hingga kualitas
lingkungan permukiman. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi seharusnya memiliki peran
sentral dalam penyediaan lingkungan permukiman yang teratur, aman, dan sesuai rencana
tata ruang.

Kondisi ketimpangan pembangunan di wilayah Provinsi Banten, Jika dibandingkan
dengan kota-kota lain seperti Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, tampak adanya
perbedaan yang cukup signifikan dalam tingkat penggunaan lahan. Kondisi serupa juga
terjadi di beberapa wilayah di Kota Serang, Khususnya di Kecamatan Walantaka, yang
Berdasarkan data, laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Walantaka pada 2015 sebesar
2,44%, dengan jumlah penduduk yang meningkat dari 89.542 pada 2015 menjadi 102.010
pada 2020, dan diperkirakan mencapai 114.850 pada 2025. Meskipun terdapat peningkatan
signifikan dalam jumlah penduduk, pengelolaan dan pemanfaatan lahan di wilayah ini belum
optimal, yang mengarah pada ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan yang
lebih maju dan wilayah seperti Walantaka yang memiliki potensi besar namun kurang
tersentuh oleh pembangunan yang merata.

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten telah ditetapkan secara hukum melalui
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2000). Penetapan ini menegaskan posisi strategis
Kota Serang sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi di
tingkat provinsi. Sebagai ibu kota, Kota Serang diharapkan mampu menjadi contoh dalam
hal penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan merata bagi seluruh Masyarakat.

Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang memiliki peran strategis sebagai pusat
pemerintahan sekaligus pengendali perkembangan wilayah di sekitarnya. Peran tersebut
menuntut adanya pengelolaan ruang yang terencana, terarah, dan berkelanjutan, khususnya
pada wilayah kecamatan sebagai satuan wilayah administratif terkecil dalam sistem penataan

ruang kota. Kecamatan Walantaka merupakan salah satu kecamatan di Kota Serang yang



dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan penduduk dan perkembangan
permukiman yang cukup pesat. Kondisi tersebut sejalan dengan meningkatnya kebutuhan
lahan permukiman akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan (Badan Pusat
Statistik Kota Serang, 2023). Namun demikian, perubahan penggunaan lahan yang terjadi
belum sepenuhnya mengikuti arahan rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Alih fungsi
lahan berlangsung secara dinamis dan cenderung tidak terkendali, sehingga berpotensi
menimbulkan ketidaksesuaian antara perkembangan permukiman dan kapasitas ruang
wilayah. Pemanfaatan lahan yang tidak terarah dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai
permasalahan di masa mendatang, seperti penyebaran permukiman yang tidak terkendali
(urban sprawl), penurunan kualitas lingkungan, serta meningkatnya konflik pemanfaatan
ruang antar kegiatan (Ernan Rustiadi et al., 2011). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
perencanaan penggunaan lahan yang sistematis dan berbasis zonasi untuk mengarahkan
perkembangan permukiman agar selaras dengan rencana tata ruang serta memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan wilayah.

Perencanaan penggunaan lahan berbasis zonasi pola ruang merupakan bagian dari
penataan ruang. Perkembangan pembangunan di suatu wilayah, khususnya dalam aspek
permukiman, perlu diarahkan melalui penyelenggaraan penataan ruang yang terpadu agar
tercipta lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penataan ruang
berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pola dan struktur ruang wilayah sehingga
pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan potensi dan daya dukung
lingkungan. Oleh karena itu, setiap perubahan penggunaan lahan perlu disesuaikan dengan
Rencana Tata Detil Tata Ruang (RDTR) No 77 Tahun 2023 Kota Serang yang telah
ditetapkan pemerintah daerah sebagai acuan pembangunan wilayah. Untuk mendukung
proses perencanaan penggunaan lahan berbasis zonasi yang komprehensif, diperlukan
mempertimbangkan tiga dimensi waktu, dimana selaras dengan RDTR yang umumnya
memiliki waktu perencanaan selama dua puluh tahun dan ditinjau selama 5 tahun sekali.
Dalam konteks ini, untuk memprediksi perubahan penggunaan lahan, diperlukan pendekatan
analisis spasial dengan model berbasis proyeksi, sehingga arah perkembangan permukiman
di masa mendatang dapat dipetakan.

Salah satu metode yang relevan adalah Cellular Automata (CA) , yaitu model spasial
yang dapat menganalisis perubahan lahan berdasarkan prinsip transisi antar sel dalam sistem
grid. Model ini bekerja dengan data raster dalam SIG , di mana setiap sel merepresentasikan

satuan ruang dengan nilai yang berubah mengikuti aturan transisi. Pendekatan Cellular



Automata (CA) mampu mensimulasikan perkembangan penggunaan lahan di masa
mendatang (Fitriana et al., 2017). Perubahan nilai pada setiap sel tersebut didasarkan pada
aturan transisi (transition rules) yang menggambarkan interaksi spasial antar wilayah,
sehingga model ini dapat digunakan untuk menganalisis pola perkembangan permukiman,
perubahan tutupan lahan, dan arah pertumbuhan wilayah di masa mendatang.

Berbagai penelitian telah mengembangkan metode Cellular Automata (CA) dengan
mengkombinasikannya bersama model lain untuk meningkatkan tingkat akurasi. Salah satu
bentuk integrasi yang banyak digunakan adalah Cellular Automata—Markov Chain (CA-
Markov). Model ini memanfaatkan keunggulan Cellular Automata dalam mengatur
perubahan spasial berbasis tetangga sel (neighborhood) dan kemampuan Markov Chain
dalam memprediksi perubahan temporal berdasarkan probabilitas transisi dari kondisi lahan
sebelumnya (Yudichandra et al., 2020). Model CA-Markov dikenal sebagai salah satu metode
yang paling andal dalam mensimulasikan dan memprediksi perubahan penggunaan lahan
secara spasial dan temporal. Pendekatan ini mampu memberikan gambaran dinamis
mengenai pola perubahan lahan di masa depan (Amarrohman et al., 2020). Dengan tingkat
ketelitian yang tinggi, model CA-Markov banyak digunakan dalam perencanaan tata ruang.
Sehingga hasil dari simulasi dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan model
perencanaan penggunaan lahan berbasis zonasi permukiman dan sarana prasarana terutama
di Kecamatan Walantaka Kota Serang.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
Judul "MODEL PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN BERBASIS ZONASI
PERMUKIMAN DAN SARANA PRASARANA DI KECAMATAN WALANTAKA KOTA
SERANG”

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Menganalisis perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Walantaka Kota Serang
pada tahun 2015, 2020, dan 2025.

b. Memprediksi model proyeksi penggunaan lahan berbasis zonasi permukiman untuk
tahun 2035 di Kecamatan Walantaka Kota Serang dengan menggunakan aplikasi
Terset.

c. Mengintegrasikan hasil prediksi penggunaan lahan tahun 2035 dengan pola ruang

RDTR Kota Serang tahun 2023 untuk menghasilkan model perencanaan



penggunaan lahan berbasis zonasi permukiman di Kecamatan Walantaka Kota

Serang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Masyarakat, penelitian ini bisa memberikan informasi spasial mengenai
prediksi permukiman di Kecamatan Walantaka 2035.

b. Bagi Pemerintahan Daerah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi
perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur dan
pelayanan publik secara merata dan menyusun strategi perencanaan penggunaan
lahan yang berkelanjutan.

c. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi
penelitian selanjutnya terkait pemodelan penggunaan lahan dan pengelolaan sarana

prasarana perkotaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dirumuskan dalam tiga masalah utama:

1.

Bagaimana penggunaan Tanah di Kecamatan Walantaka Kota Serang pada tahun 2015,
2020, dan 20257

Bagaimana model proyeksi penggunaan lahan berbasis zonasi permukiman dapat
diprediksi untuk tahun 2035 menggunakan aplikasi Terset?

Bagaimana hasil prediksi penggunaan lahan tahun 2035 dapat diintegrasikan dengan
kesesuaian pola ruang dalam RDTR Kota Serang tahun 2023 untuk menghasilkan model

perencanaan penggunaan lahan berbasis zonasi permukiman?



BAB VI
KESIMPUALAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan penggunaan lahan, proyeksi

penggunaan lahan tahun 2035, dan kesesuainnya terhadap RDTR Kota Serang, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan Lahan di Kecamatan Walantaka selama tahun 2015-2025 menunjukan
pergeseran dari karakter wilayah agraris menuju wilayah periurban yang semakin
berkembang. Lahan pertanian masih menjadi penggunaan lahan yang paling luas, tetapi
terus mengalami penurunan. Luas pertanian berkurang dari 2.859,15 ha pada tahun 2015
menjadi 2.438,19 ha pada tahun 2025, atau menurun sebesar 420,96 ha. Pada periode yang
sama, luas permukiman yang terdiri atas Kampung Padat, Kampung Jarang, dan
Perumahan meningkat dari 545,83 ha menjadi 769,27 ha. Dengan demikian, dalam kurun
waktu sepuluh tahun terjadi penambahan permukiman sebesar 223,44 ha.Perubahan
tersebut tidak hanya berlangsung dalam bentuk perluasan kawasan hunian, tetapi juga
melalui pemadatan permukiman yang telah ada. Kampung Padat bertambah sebesar 42,39
ha, Kampung Jarang bertambah 52,60 ha, dan Perumahan bertambah 128,45 ha.
Perumahan menjadi kelas permukiman dengan pertumbuhan paling besar. Hal ini
memperlihatkan bahwa perubahan ruang di Walantaka semakin banyak dipengaruhi oleh
perkembangan kawasan hunian formal. Di sisi lain, meningkatnya luas Tanah Terbuka
sebesar 165,92 ha menunjukkan adanya lahan-lahan yang sedang berada dalam tahap
peralihan dan berpotensi berubah menjadi penggunaan lahan terbangun.

2. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa perkembangan permukiman di Kecamatan
Walantaka dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Variabel Safe High KAI memperoleh
nilai asosiasi tertinggi, yaitu 0,6475, kemudian diikuti oleh Jalan Utama sebesar 0,4977,
Jumlah Penduduk sebesar 0,4629, Pelayanan sebesar 0,3838, dan Ekonomi sebesar
0,3656. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara perkembangan permukiman
dan kondisi ruang di sekitar jalur kereta api cukup kuat dalam model yang digunakan.
Variabel jarak terhadap rel kereta api dalam penelitian ini tidak diperlakukan sebagai daya
tarik aksesibilitas, melainkan sebagai faktor pembatas. Melalui fungsi safe-high, lokasi
yang semakin jauh dari jalur rel memperoleh nilai kesesuaian yang semakin tinggi.
Sementara itu, jaringan jalan, pusat pelayanan, pusat kegiatan ekonomi, dan jumlah
penduduk lebih berperan dalam menjelaskan kemudahan akses serta tekanan kebutuhan
ruang. Meskipun demikian, hasil sensitivitas model memperlihatkan bahwa variabel yang
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dominan tidak selalu sama untuk setiap transisi. Perubahan Pertanian dan Tanah Terbuka
menjadi Perumahan lebih banyak dipengaruhi oleh Safe High KAI, sedangkan perubahan
Pertanian menjadi Kampung Jarang dan Kampung Padat lebih berkaitan dengan

kedekatan terhadap pelayanan.

. Model yang dibangun dengan TerrSet dapat digunakan untuk membaca kecenderungan

umum perkembangan permukiman hingga tahun 2035. Hasil validasi menunjukkan
Overall Accuracy sebesar 91,67% dan nilai Kappa sebesar 0,90. Setelah kelas Kampung
Padat, Kampung Jarang, dan Perumahan digabung menjadi kelompok permukiman,
akurasi yang diperoleh sebesar 93,33% dengan Kappa 0,87. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa model cukup baik dalam membedakan lokasi permukiman dan nonpermukiman.
Walaupun akurasi keseluruhan tergolong tinggi, hasil setiap kelas tetap perlu dibaca
secara hati-hati. Kelas Perumahan memiliki Producer Accuracy sebesar 88,89%, tetapi
User Accuracy-nya hanya 57,14%. Artinya, model cukup mampu menemukan lokasi
Perumahan yang ada pada data referensi, tetapi juga cenderung memprediksi Perumahan
pada lokasi yang sebenarnya termasuk kelas lain. Oleh sebab itu, hasil proyeksi
Perumahan lebih tepat dipahami sebagai lokasi yang memiliki tekanan perkembangan
tinggi, bukan sebagai kepastian bahwa seluruh lokasi tersebut akan berubah menjadi

Perumahan.

. Pada tahun 2035, permukiman diproyeksikan menjadi penggunaan lahan yang mengalami

peningkatan paling besar. Luas permukiman diperkirakan meningkat dari 769,27 ha pada
tahun 2025 menjadi 1.183,93 ha pada tahun 2035. Penambahannya mencapai 414,66 ha.
Perumahan menjadi kelas dengan peningkatan terbesar, yaitu dari 263,39 ha menjadi
596,91 ha atau bertambah sebesar 333,51 ha. Kampung Padat diproyeksikan bertambah
49,97 ha, sedangkan Kampung Jarang bertambah 31,17 ha. Peningkatan tersebut
berlangsung bersamaan dengan berkurangnya luas Pertanian sebesar 216,83 ha dan Tanah
Terbuka sebesar 200,55 ha. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lahan pertanian dan tanah
terbuka masih menjadi ruang yang paling rentan menerima tekanan perkembangan
kawasan terbangun. Apabila kecenderungan tersebut berlanjut tanpa pengendalian,
perkembangan permukiman dapat mempercepat penyusutan dan fragmentasi lahan

pertanian serta mendorong pola hunian yang semakin menyebar.

. Hasil overlay menunjukkan bahwa arah perkembangan permukiman belum sepenuhnya

diizinkan dengan RDTR Kota Serang. Dari total prediksi permukiman tahun 2035 sebesar
1.183,93 ha, seluas 303,11 ha atau 25,60% berada pada kategori diizinkan. Seluas 372,43
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ha atau 31,46% termasuk kategori Bersyarat, sedangkan 508,38 ha atau 42,94% berada
pada kategori Tidak diizinkan. Kategori Bersyarat menunjukkan bahwa lokasi tersebut
masih berada di dalam zona perumahan, tetapi tipe atau tingkat kepadatannya belum sama
dengan arahan RDTR. Permasalahan pada kategori ini bukan terletak pada fungsi utama
lahannya, melainkan pada perbedaan intensitas pemanfaatan ruang. Berbeda dengan itu,
kategori Tidak diizinkan menunjukkan bahwa prediksi permukiman telah masuk ke zona
yang tidak diarahkan untuk fungsi hunian. Dengan proporsi hampir 43%, hasil ini
menunjukkan bahwa tekanan perkembangan permukiman di Walantaka memerlukan
pengendalian yang lebih kuat.

. Tekanan ketidaksesuaian paling besar berasal dari kelas Perumahan dan terutama terjadi
pada zona Tanaman Pangan serta Kawasan Peruntukan Industri. Dari prediksi Perumahan
seluas 596,91 ha, sebesar 282,93 ha berada pada kategori Tidak diizinkan. Nilai ini lebih
besar dibandingkan Kampung Padat sebesar 141,57 ha dan Kampung Jarang sebesar 83,89
ha. Zona Tanaman Pangan menerima prediksi permukiman Tidak diizinkan seluas 192,99
ha, sedangkan Kawasan Peruntukan Industri menerima tekanan sebesar 139,85 ha. Kedua
zona tersebut menyumbang sekitar 65,47% dari seluruh area Tidak diizinkan. Tekanan
pada Tanaman Pangan berpotensi mengurangi luas dan kesinambungan lahan produktif.
Sementara itu, masuknya permukiman ke Kawasan Peruntukan Industri dapat
menimbulkan konflik antara kegiatan hunian dan industri, seperti kebisingan,
pencemaran, lalu lintas kendaraan berat, serta gangguan terhadap keamanan dan
kenyamanan penduduk.

. Model arahan perencanaan penggunaan lahan di Kecamatan Walantaka perlu diterapkan
secara berbeda diizinkan dengan status kesesuaiannya. Area diizinkan seluas 303,11 ha
dapat diarahkan sebagai zona konsolidasi permukiman. Pengembangan di lokasi ini tetap
harus disertai peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, ruang
terbuka, dan fasilitas pelayanan. Area Bersyarat seluas 372,43 ha perlu diarahkan sebagai
zona koreksi intensitas. Pengembangannya masih dapat dipertimbangkan, tetapi harus
disesuaikan dengan ketentuan kepadatan, kapasitas prasarana, dan daya dukung
lingkungan. Sementara itu, area Tidak diizinkan seluas 508,38 ha perlu ditempatkan
sebagai zona pengendalian konversi. Pada badan air, jalur hijau, perlindungan setempat,
badan jalan, dan fungsi publik tertentu, pengendalian perlu dilakukan lebih ketat karena

berkaitan dengan keselamatan, fungsi lingkungan, dan pelayanan wilayah.
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Hasil Proyeksi tahun 2035 tidak bermaksud untuk menentukan lokasi pembangunan
secara langsung. Hasil tersebut lebih tepat digunakan sebagai gambaran awal mengenai
lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami tekanan perubahan. Keputusan pemanfaatan ruang
tetap perlu didasarkan pada RDTR, kondisi lapangan, data perizinan, serta kemampuan
prasarana dan lingkungan pada setiap lokasi.

B. Saran
1. Pemerintah Kota Serang, khususnya perangkat daerah yang menangani perencanaan tata

ruang, pekerjaan umum, perumahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, perlu
menggunakan hasil prediksi penggunaan lahan tahun 2035 sebagai arahan. Hasil prediksi
tidak seharusnya dipahami sebagai pembenaran untuk membuka ruang permukiman baru,
melainkan sebagai informasi awal mengenai lokasi-lokasi yang berpotensi mengalami
tekanan pertumbuhan hunian. Oleh karena itu, area prediksi permukiman yang tidak
diizinkan dengan RDTR perlu ditempatkan sebagai prioritas pengawasan dan evaluasi
perizinan.

2. Area permukiman yang telah diizinkan dengan RDTR seluas 303,11 ha perlu diarahkan
sebagai zona konsolidasi. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan peningkatan kualitas
permukiman, penyediaan jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, ruang terbuka,
dan pelayanan dasar pada area tersebut. Namun, kesesuaian terhadap RDTR tidak berarti
bahwa seluruh area dapat dikembangkan tanpa batas. Pengembangan tetap harus
memperhatikan ketentuan intensitas bangunan, kapasitas prasarana, serta daya dukung
lingkungan.

3. Area bersyarat RDTR perlu ditangani secara bertingkat diizinkan jenis
ketidaksesuaiannya. Prediksi permukiman pada Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan
Industri, Badan Air, Jalur Hijau, Perlindungan Setempat, dan Badan Jalan perlu menjadi
prioritas pengendalian konversi dan perlindungan ketat. Sementara itu, area yang berada
dalam zona perumahan tetapi berbeda tipe kepadatan perlu diarahkan melalui koreksi
intensitas, verifikasi klasifikasi, dan evaluasi kesiapan prasarana. Dengan cara ini,
kebijakan pengendalian tidak menyamaratakan seluruh kategori tidak diizinkan.

4. Kantor pertanahan dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan hasil overlay prediksi
2035 dengan data perizinan, data bidang tanah, dan neraca penatagunaan tanah. Integrasi
tersebut penting agar pengendalian pemanfaatan ruang tidak hanya berbasis peta pola
ruang, tetapi juga berbasis dinamika perubahan lahan aktual. Lokasi prediksi Perumahan
tidak diizinkan dan bersyarat RDTR seluas 454,40 ha perlu menjadi prioritas verifikasi

karena kelas Perumahan memiliki catatan akurasi yang lebih rendah pada User Accuracy.
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5. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data citra resolusi lebih tinggi, data
bidang tanah, data perizinan pemanfaatan ruang, serta variabel sosial ekonomi yang lebih
rinci agar model prediksi dapat membaca perubahan permukiman secara lebih detail.
Selain itu, pemodelan dapat dikembangkan melalui beberapa skenario, misalnya skenario
kecenderungan alamiah, skenario pengendalian ketat RDTR, dan skenario perlindungan
lahan pertanian, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kemungkinan
perubahan, tetapi juga dapat membandingkan konsekuensi dari beberapa pilihan kebijakan

tata ruang.
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